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ABSTRAK 
Sumbangan modal sosial ke atas kemajuan sesebuah negara adalah sama pentingnya 
dengan modal-modal yang lain. Menyedari betapa pentingnya peranan dan kontribusi 
modal sosial dalam kesejahteraan masyarakat maka galakan dan sokongan untuk 
membangunkan satu dasar pengembangan modal sosial dengan menggunakan 
institusi-institusi pemerintah daerah sebagai aktor penting perlu dilakukan. 
Tambahan pula di bawah pelaksanaan dasar autonomi daerah, pihak pemerintah 
daerah telah diberi kuasa yang lebih untuk menentukan hala tuju pembangunan di 
daerah masing-masing. Justeru itu, objektif utama penelitian ini adalah untuk 
menyelidiki peranan pihak Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam membangunkan 
modal sosial. Kajian ini memfokus kepada peranan PEMDA dalam pembentukan 
modal sosial dari dimensi-dimensi fasilitasi partisipasi publik, pembentukan 
kumpulan dan jaringan sosial, pembangunan kumpulan dan jaringan sosial, 
perkongsian kumpulan dan jaringan sosial, subsidi kumpulan dan jaringan sosial, dan 
promosi budaya tradisional daerah. Kaedah kajian yang digunakan dalam kajian ini 
ialah analisis statistik deskriptif dan inferensi. Responden kajian adalah seramai 1003 
orang penduduk Kabupaten Kebumen yang berumur 18 tahun ke atas. Keputusan 
kajian menunjukkan bahawa separuh daripada penduduk Kabupaten Kebumen 
mempunyai tahap modal sosial yang sederhana. Hasil ujian ke atas enam hipotesis 
mengenai peranan PEMDA dalam membangunkan modal sosial di Daerah Kebumen 
hanya tiga hipotesis yang mempunyai hubungan yang signifikan iaitu fasilitasi 
partisipasi publik, pembangunan kumpulan dan jaringan sosial serta perkongsian 
kumpulan dan jaringan sosial. Keputusan ini menunjukkan PEMDA perlu memberi 
lebih perhatian kepada peranannya dalam fasilitasi partisipasi publik, pembangunan 
kumpulan dan jaringan sosial serta perkongsian kumpulan dan jaringan sosial jika 
mereka mahu meningkatkan modal sosial di Kabupaten Kebumen. 
 
Kata kunci:  Modal Sosial, PEMDA, Kabupaten Kebumen 
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ABSTRACT 
The contribution of social capital to the development of a country is just as important 
as other capital. Recognizing the importance of the role and contribution of social 
capital in the well-being of the community, the encouragement and support to 
develop a social capital development policy by using local government institutions as 
important actors is essential. In addition to implementing regional autonomy policy, 
the local government has been given more authority to determine the direction of 
development in their respective districts. Thus, the main objective of this research is 
to investigate the role of local government (PEMDA) in developing social capital. 
This study focuses on the role of the local government in establishing social capital 
from the dimensions of public participation facilitation, group and network creation, 
group and network development, group and network partnership, group and network 
subsidy and the local traditional cultural promotion.  The research method used in 
this study was descriptive statistics analysis and inference. The respondents of the 
study were 1003 residents of Kebumen district aged 18 and above. The results show 
that half of the residents of Kebumen District have moderate levels of social capital. 
The results of the six hypotheses testing on the role of PEMDA in the development 
of social capital in the District of Kebumen are just three hypotheses that have 
significant relationship - facilitating public participation, group and network 
development and group and networks partnership. The results indicate that PEMDA 
needs to pay more attention to its role in facilitating public participation, group and 
social network development as well as group and social network partnership if they 
want to increase social capital in Kebumen Regency. 
 
Keywords: Social Capital, PEMDA, Kabupaten Kebumen  
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1 
BAB SATU 
 
MODAL SOSIAL 
1.1 Pengenalan 
Pengkaji-pengkaji modal sosial seperti Putnam (2000) dan Woolcock (1998) 
mengklaim bahawa modal sosial merupakan faktor yang memainkan peranan penting 
dalam membangun dan memajukan sesebuah negara. Mereka berpandangan bahawa 
sumbangan modal sosial ke atas kemajuan sesebuah negara adalah sama pentingnya 
dengan modal-modal yang lain seperti modal kewangan, modal fizikal dan modal 
insan. Menurut Fukuyama (1993) modal sosial pada umumnya boleh didefinisikan 
sebagai hubungan sosial di antara individu atau antara kelompok individu yang 
membentuk sumber daya manusia yang kolektif yang boleh membawa manfaat 
kepada masyarakat umum. Dibandingkan dengan modal-modal yang lain, modal 
sosial terkait erat dengan sumber daya manusia.  Sementara modal insan pula 
terfokus pada pihak-pihak yang melabur dalam pendidikan dan pelatihan individu-
individu. Modal sosial pula memberi penekanan kepada hubungan dan norma-norma 
yang menghubungkan di antara individu tersebut. Oleh karena itu, modal sosial pada 
umumnya difahami sebagai milik kumpulan dan bukannya milik individu. 
Selama lebih dua dekad, istilah modal sosial telah diterima pakai oleh para ilmuwan 
sosial di berbagai bidang, terutama dalam bidang dasar awam dan ekonomi. Modal 
sosial dianggap penting terhadap pembangunan sesebuah Negara.  Literatur 
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LAMPIRAN 
Lampiran A 
Soal Selidik 
 
 
SOAL SELIDIK 
PERANAN PIHAK PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBANGUN 
MODAL SOSIAL 
DI INDONESIA: Studi Kasus Di Kabupaten Kebumen Jawa Tengah 
 
 
Pertanyaan 1:  Demografi 
 
 
1. Daerah Asal: 
(    ) Kabupaten Kebumen  (     ) Luar Kebumen 
 
2. Jenis Kelamin: 
(   ) Laki-laki     (   ) Wanita 
 
3. Status Perkawinan: 
(   ) Belum Kawin   (   ) Kawin  (   ) Duda/Janda 
4. Taraf Pendidikan: 
(   ) SMP   (   ) SMA   (   ) Diploma 
(   ) Ijazah Pertama  (   ) Master    (   ) Doktor 
 
5. Pekerjaan: 
(   ) Swasta/Wiraswasta (   ) PNS 
(   ) Petani   (   ) Tidak Bekerja 
 
6. Umur: 
(   ) Dibawah 20 tahun  (   ) 20 – 39 tahun 
(   ) 40 – 59 tahun   (   ) 60 tahun ke atas 
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Pertanyaan 2: Modal Sosial Daerah 
  
 
2.1  Kepercayaan   
 
Jawablah pertanyaan di bawah ini: 
 
1) Di daerah ini, penduduknya bisa saling hidup bersama tanpa ada 
konflik. 
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
2) Di daerah ini, dengan pendatang baru bisa saling hidup bersama 
tanpa ada konflik. 
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
3) Secara umum masyarakat saling membantu antara satu dengan 
yang lain tanpa mengira status ekonomi 
 
                      (   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
4) Secara umum dalam menghadapi krisis, masyarakat saling 
membantu, 
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
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5) Perbedaan agama dan keyakinan tidak menimbulkan masalah 
atau konflik.  
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
 
5) Di daerah ini, penduduk yang mempunyai latar belakang status 
ekonomi yang berbeda dapat hidup bersama dengan baik, tanpa 
menimbulkan masalah atau konflik. 
    (   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
6) Di daerah ini, penduduk yang mempunyai latar belakang tahap 
pendidikan yang berbeda dapat hidup bersama dengan baik, tanpa 
menimbulkan masalah atau konflik. 
    (   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
7)  Di daerah ini, penduduk yang mempunyai latar belakang 
pekerjaan yang berbeda dapat hidup bersama dengan baik, tanpa 
menimbulkan masalah atau konflik. 
    (   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
 
8) Di daerah ini, penduduk yang mempunyai jantina yang berbeda 
dapat hidup bersama dengan baik, tanpa menimbulkan masalah 
atau konflik. 
    (   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
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9) Kebanyakan penduduk di daerah ini mempunyai kepercayaan 
penuh terhadap pemerintah daerah ini. 
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
 
10) Kebanyakan penduduk di daerah ini mempunyai kepercayaan 
penuh terhadap bupati daerah ini. 
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
11) Kebanyakan penduduk di daerah ini mempunyai kepercayaan 
penuh terhadap walikota daerah ini. 
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
 
2.2  Soladaritas 
 
12) Kebanyakan penduduk di daerah ini mudah bekerjasama antara 
satu sama lain dan bersifat tidak mementing kan diri sendiri. 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
13) Kebanyakan penduduk di daerah ini suka memberi pertolongan 
kepada rakan yang menghadapi krisis. 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
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14) Kebanyakan penduduk di daerah ini saling memberi sokongan 
moral kepada penduduk yang menghadapi krisis. 
                      (   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
15) Kebanyakan penduduk di daerah ini saling saling membantu dan 
berkongsi rezeki  
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
16) Kebanyakan penduduk di daerah ini saling bekerjasama dalam 
projek-projek komuniti 
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
17) Kebanyakan penduduk di daerah ini sedia memberi sumbangan 
kewangan dalam melaksanakan projek-projek komuniti  
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
18) Kebanyakan penduduk di daerah ini sedia memberi sumbangan 
kewangan dalam melaksanakan projek-projek komuniti  
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
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19) Kebanyakan penduduk di daerah ini sedia memberi sumbangan 
material dalam melaksanakan projek-projek komuniti  
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
20) Kebanyakan penduduk di daerah ini sedia memberi sumbangan 
tenaga dalam melaksanakan projek-projek komuniti  
 
(   ) Sangat setuju 
(   ) Setuju 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Tidak setuju  
(   ) Sangat tidak setuju 
 
 
 
2.3 Kumpulan dan Jaringan Sosial 
  
1. Apakah jenis perkumpulan/organisasi yang ada di daerah anda? 
(anda boleh memilih lebih dari satu) 
           (   ) Pertanian       (   ) Nelayan  
 (   ) Kesehatan         (   ) Olahraga dan rekreasi   
(   ) Produksi              (   ) Perlindungan bencana   
(   ) Keamanan masyarakat       (   ) Wanita     
(   ) Remaja          (   ) Orang-orang tua  
(   ) Agama          (   ) Alam Sekitar  
(   ) Lain-lain (Mohon disebutkan)BBBBBBBBBBBBBBB 
 
2. Sejauh manakah anda mempunyai keinginan untuk menjadi 
anggota mana-mana perkumpulan tersebut? 
(   ) Sangat Tinggi 
(   ) Tinggi 
(   ) Tidak Pasti   
(   ) Rendah 
(   ) Sangat Rendah 
 
3. Berapa banyak kumpulan yang anda menjadi anggotanya? 
(   ) Tiada 
(   ) 1 hingga 2 kumpulan 
(   ) 3 hingga 4 kumpulan   
(   ) 5 hingga 6 kumpulan  
(   ) lebih dari 6 kumpulan 
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4. Sejauh manakah kumpulan-kumpulan ini sering bekerjasama di 
dalam kawasan  komuniti? 
 
(   ) Tidak terlibat 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
 
 
5. Sejauh manakah kumpulan-kumpulan ini terlibat dengan 
kumpulan-kumpulan sukarela di luar kawasan  komuniti? 
 
(   ) Tidak terlibat 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
 
 
6. Sejauh manakah kumpulan terlibat dalam memberi bantuan fizikal 
kepada penduduk yang memerlukan bantuan. 
(   ) Tidak terlibat 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
 
 
7. Sejauh manakah kumpulan terlibat dalam memberi bantuan 
mendapatkan pekerjaan kepada penduduk yang memerlukan 
bantuan. 
(   ) Tidak terlibat 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
 
 
8. Sejauh manakah kumpulan terlibat dalam memberi bantuan emosi 
kepada penduduk yang memerlukan bantuan. 
(   ) Tidak terlibat 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
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9. Sejauh manakah kumpulan terlibat dalam memberi bantuan 
kepada ahli yang memerlukan bantuan. 
(   ) Tidak terlibat 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
 
 
10. Sejauh manakah kumpulan terlibat dalam memberi bantuan 
kepada bukan ahli yang memerlukan bantuan. 
(   ) Tidak terlibat 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
 
 
 
Pertanyaan 3: Peranan PEMDA dalam Pembentukan Modal Sosial 
Daerah  
 
3.1  Fasilitasi Partisipasi Publik   
 
1. Dalam tempoh setahun, berapa kali pihak pemerintah daerah 
memberikan maklumat kepada masyarakat. 
 
  (   ) Tidak melebihi 2 kali 
(   ) 3-4 kali 
  (   ) 5-6 kali 
  (   ) 7-8 kali 
  (   ) 9 kali atau lebih   
 
 
2. Dalam tempoh setahun, berapa kali pemerintah daerah 
mendapatkan maklumat daripada penduduk? 
 
(   ) Tidak melebihi 2 kali 
(   ) 3-4 kali 
  (   ) 5-6 kali 
  (   ) 7-8 kali 
  (   ) 9 kali atau lebih   
 
 
 
 
 
 
3.   
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Berapa kali PEMDA menghubungi penduduk untuk bermesyuarat 
berkaitan perancangan dan bajet? 
 
(   ) Tidak pernah 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
 
4. Berapa kali PEMDA mengadakan perundingan bersama 
masyarakat untuk menyelesaikan masalah tindakan kolekktif? 
 
(   ) Tidak pernah 
(   ) Kadang-kadang 
(   ) Sering 
(   ) Hampir selalu 
(   ) Selalu 
 
 
3.2 Pembentukan Kumpulan dan Jaringan Sosial 
  
1. Berapa bentuk perkumpulan/organisasi sukarela dan jaringan 
sosial  dibentuk oleh PEMDA dalam tempoh setahun?  
  (   ) Tidak melebihi 2 kumpulan 
(   ) 3-4 kumpulan 
(   ) 5-6 kumpulan  
  (   ) 7-8 kumpulan 
  (   ) 9  kumpulan atau lebih 
  
 
2. Berapa kaedah yang digunakan oleh PEMDA dalam memberi 
nasihat dan menyokong pewujudan kumpulan dan jaringan sosial? 
    (   ) Tidak melebihi 2 kaedah 
(   ) 3-4 kaedah 
(   ) 5-6 kaedah  
  (   ) 7-8 kaedah 
  (   ) 9 kaedah atau lebih 
 
 
3.3   Pembangunan Kumpulan dan Jaringan Sosial 
 
1. Berapa projekkah yang dijalankan oleh PEMDA dalam memberi 
latihan kepada ketua kumpulan sukarela dalam trempoh serahun? 
  (   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
  (   ) 7-8 projek 
  (   ) 9  projek atau lebih  
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2. Berapa projek yang dijalankan oleh PEMDA untuk memberi 
latihan kepada kumpulan sukarela dan jaringan sosial dalam 
tempoh setahun?  
  (   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
  (   ) 7-8 projek 
  (   ) 9  projek atau lebih  
 
 
 
3.4 Perkongsian Kumpulan dan Jaringan Sosial  
1. Berapa banyak projek-projek awam yang dilaksanakan oleh 
PEMDA dilaksanakan dengan kerjasama kumpulan/organisasi 
sukarela dan jaringan sosial dalam tempoh setahun? 
  (   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
  (   ) 7-8 projek 
  (   ) 9  projek atau lebih  
 
 
2. Berapa banyak program-program yang dilaksanakan oleh PEMDA 
untuk menyelesaikan masalah kolektif yang dijalankan dengan  
kerjasama kumpulan/organisasi sukarela dan jaringan sosial di 
daerah anda? 
  (   ) Tidak melebihi 2 program 
(   ) 3-4 program 
(   ) 5-6 program 
  (   ) 7-8 program 
  (   ) 9  program atau lebih  
 
3.  Berapa banyak projek yang menyokong kerjasama antara 
kumpulan di daerah yang telah dilaksanakan oleh pihak pemerintah 
daerah dalam tempoh setahun? 
(   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
 (   ) 7-8 projek 
 (   ) 9  projek atau lebih  
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4. Berapa banyak projek yang menyokong kerjasama antara 
kumpulan di dalam dan di luar daerah yang telah dilaksanakan oleh 
pihak pemerintah daerah dalam tempoh setahun? 
(   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
 (   ) 7-8 projek 
 (   ) 9  projek atau lebih  
 
 
3.5 Subsidi kepada Kumpulan dan Jaringan Sosial 
 
1. Berapa banyak projek perkumpulan/organisasi sukarela dan 
jaringan social yang telah mendapat sokongan bajet oleh 
pemerintah daerah? 
 (   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
 (   ) 7-8 projek 
 (   ) 9  projek atau lebih  
 
2. Berapa banyak aktiviti atau projek yang dijalankan oleh 
kumpulan/organisasi sukarela dan jaringan social yang telah 
mendapat sokongan bajet oleh pemerintah daerah? 
 (   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
 (   ) 7-8 projek 
 (   ) 9  projek atau lebih  
 
   
3.6  Promosi Budaya Tradisi Daerah 
 
1. Berapa kalikah PEMDA menganjurkan acara yang dapat 
mempromosikan budaya tradisi daerah dalam tempoh setahun? 
 (   ) Tidak melebihi 2 acara 
(   ) 3-4 acara 
(   ) 5-6 acara 
 (   ) 7-8 acara 
 (   ) 9  acara atau lebih  
 
2. Berapa kalikah PEMDA melaksanakan projek yang dapat 
mempromosikan budaya tradisi daerah dalam tempoh setahun? 
 (   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
 (   ) 7-8 projek 
 (   ) 9  projek atau lebih  
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3. Berapa banyak projek promosi berkaitan kearifan dan 
pengetahuan lokal  dibuat oleh pemerintah daerah? 
 (   ) Tidak melebihi 2 projek 
(   ) 3-4 projek 
(   ) 5-6 projek 
 (   ) 7-8 projek 
 (   ) 9  projek atau lebih  
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Lampiran B 
Surat Pengumpulan Data Uum 
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Lampiran C 
Surat Permohonan Dan Surat Keterangan Penyelidikan Kesbangpol Propinsi Jawa 
Tengah 
 
 
  
 
192 
 
 
  
 
193 
 
  
 
194 
 
 
195 
 
 
  
 
196 
Lampiran D 
Surat Permohonan Dan Surat Keterangan Penyelidikan Kesbangpol Kabupaten 
Kebumen 
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Lampiran E 
Surat Lesen Penyeldikan Bap3da (Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan 
Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen 
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